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PEMBERDAY
DAN
USAHA MIKRO, yom PENGEMBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

Menimbang: a. bahwa masyarakat adil

) dan makmur berdasarkan
Pancasila dan Undan

I . g-Undang Dasar Negara Republik
ndonesia Tahun 1945 harus diwujudkan melalui

pembangunan  perekonomian daerah berdasarkan
demokrasi ekonomi;

bahwa dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian
integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan,
peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur
perekonomian  daerah yang makin seimbang,

berkembang, dan berkeadilan serta meningkatkan
kesejahteraan rakyat dan ketahanan ekonomi;

c. bahwa pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu
diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan
berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang
kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan,
perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya,
sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan
potensi Usaha Mikro, Kecil, dan ‘Menengah dalam
mewujudkan pertumbuhan ekonomi, Pemerataan dan
peningkatan pendapatan r.ak.yat, penciptaan lapangan
kerja, dan pengentasan kemiskinan;
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Mengingat :

d.

e.

bahw:
d:lllw]\',}] dalan, |, ngk
. eney a pemlye
daya 'Bah, poy I.Jcrday‘-mn Usaha Mikro, Keci
tek Nanuygi, dal p(}nlngkatan kem ro, Kecil
nologi  gap M bidang Manaie ampuan sumber
memiljk; daya Se.mam uan erkojm m?n, ;?ermoc.lalan,
gkOnomi; ANg yang labik kuffmnlfl' sehingga
sebagai pelak
;\hwa berdasark agai pelaku
Qimaksud g 1

atas  perly

an I ) 1

dltetapka huruf b, huruf ¢, dan huruf d di
N Peraturan Daerah tentang

mbangan Usaha Mikro, Kecil,

Pasal 18 ayat (6) Unda
iy 145
Acara Pidanzn%LI:n?Emr 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Tahun 1981 Nomor ;gan Negara Republik Indonesia
5epublik Indonesia Norr;orngrgg)a.han aRbemen. N
se%:;z;z;:atgliom;r T)Tahun 1992 tentang Perbankan
Nomor 10 Tahun 19;; ool o S
Indonesia Tahun 1998 N e e el
Negara Republik Indonesci);nlglc‘);izrl 3"1;2191{';bf:1har1 Lembaran
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 199 tentang Hak
Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang
berkaitan dengan Tanah (Lembaran Negara Republik
Indonesa Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 3632);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 33. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3817) ;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
Undang-Undang Nomor 28 Tah'fm 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Beb?\s} dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembara?ﬂ Sg}?ra
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

-Undang Dasar Negara Republik
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8.

9.

10,

1.

14,

13,

14.

15.

16.

Umh[
NE-Ungy,
v p
Igmha hLI‘Jumm 19 Tahun 2003 tentang Bad
—— ‘gara (1. 9 tentang Badan
I ‘nm. 70, "nm'bl (L aran Negara 'I'nhtm 2003
Ndonesig N ahan [, )

i mbara y . :
ndang- oo o) " Negara Republik

5, ﬂni?
ltlmnanmn »  Nomor 25 Tahun 2007 tentang
® ]

" odal )
[nduncsm T, - (Lﬁmbaran Negara Republik

= ahun 2047
Cgara Republik Indon e 7, Tambahan Lembaran
ndang-y, o

ia Nomor 4724).
. dangy p )r
Mikro, Ko ' 8 EOIR‘I" 20 Tahun 2008 Tentang Usaha
Negara Republik ‘hengah. (Tambahan Lembaran
Undang'Und & Indonesia Nomor 4866);
Daerah don B Tahun 2009 tentang Pajak
Republik | Ctribusi  Daerap (Lembaran Negara
Umjloensxa Tahun 2009 Nomor 130);
Perlin dunn aNg  Nomor 32 tahun 2009 tentang
gan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

L

g\lsrl’:l‘lo):rall‘; Negara Republik Indonesia Tahun 2009
I 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
ndonesia nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Pemerintahan Daerap (
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 29, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat 11
Pekalongan dan Kabupaten Dacrah Tingkat Il Batang;
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Ta‘hun 1997 tentang
Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahu.n
1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3718);

tentang
Lembaran Negara Republik
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Pemer;
: er
€Mbinaap d e

Nomg
n r
€gara R : _Pen

32 Tahun 1998 tentang

saha Kecil (Lembaran

a 3 i

37‘111;;3.5111 baran Noene::a Tahun‘ 1998 Nomor 46,

o perat;lr gara Republik Indonesia Nomor
P

3 Tahun 2005 tentang
Layanan  Umum

engan Pe sebagaimana telah diubah
Taturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012

: omor 171, Tambah
Republik Indones; ’ ahan Lembaran Negara
sia .
19. Peraturan pe Nomor 5340);

merintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang

el
fenfksan{a]an . ) ng Nomor 20 Tahun 2008
ang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran

?egara Republik Indonesiqs Tahun 2013 Nomor 40
F :ﬁ?ahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

21. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang
Perizinan Untuk Usaha Mikro Dan Kecil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun
2013 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun
2013 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Batang;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun
2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
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Menetapkan: PER ATU

De

Nga
DEWAN PERW AKILA 8an Pergeyy,

N Rakyqp o o Dersama
T DAgR
A
BU Dan HKABUPATEN BATANG
MEMUTUSKAN.
RAN '
DAN PENGpp ERAH

MBaA TENTANG PEMBERDAYA
MENENGAH NGAN USAHA MIKRO, KECTL Dill:]i

BAB |
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini o
1. Daerah adalah Kabupate}z’;1 gitiﬁnaksud dengan
penyelenggara Pemerintahan DaerEI;\a My Whclid
Urusan Pemerintahan yang m d'a yang memimpin pelaksanaan
3. Bupati adalah Bupati Kabugatesrgzt;nkgwenangan SRR
4. 5;;’;’;}1;1 P;eelr’:’;:lkllan Rakyat. Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
ebacai 82 perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan
sebagal  unsur - penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten
Batang.
5. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan usaha mikro, kecil dan
menengah Kabupaten Batang,
6.

10.

Instansi terkait adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Daerah.

Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah
unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di
bidang sosial atau OPD lain sesuai kewenangannya.
Camat adalah pimpinan perangkat daerah kecamatan yang wilayah
kerjanya meliputi desa atau kelurahan yang bersangkutan.
Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau
badan usaha perorangan yang memenu.hl. kriteria Usaha Mikro
sebagaimana diatur dalam peraturan daerahllm. N B
Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang
: tau badan usaha yang bukan
dilakukan oleh orang perorangan a g
merupakan anak perusahaan atau .bukan' cabang perusa aun ﬂdaﬁ
dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maur};1 un tidak
langsung dari Usaha Menengah atau Usaha B.estelllrra}['lagfemh -
kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam pera .
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11. Usaha Meney
vang dilakyk
merupakan anak o TN poge o Omi Produlyyg

. . ) ] )
dikuasai, atay 'l\cll{l "Usahaay, m:nns‘.«\ Mau g
adi . ay SHan usahy,
dengan Usahg Kt‘ci:( dtx hap,mn baik dbang Peraan :Hahn yang bukan
o ata MK lay AN yang dimi
atau hasil pep; “au Uy Bsung B cuniiiki,
Yualayp N Besap (). & Maupyn ;
d.lt‘l‘ﬂh "\i. tﬂhunﬂn ar ¢ Qngnn iUn l[ {Idk ldng&ung

. Tinshe B Sebagaimam l' ah kekayaan bersih

12. Usaha Besar agpjqp, |\ - flatur dalam peraturan
badan usahga den ey

tahunan lebjk bes

an (\h\h

Yang berdiri sendiri,

. L‘k( .
gan Jumlah k’“oml Produktif

ar -1 ayae o
milik negar dari Usaha Me Y“n bersih
gara ﬂtau S‘Nast’1 f-nengah, yan
melakukan kegiatan i A patungan
13. Usaha Mikro, Kecil i '
adalah usaha ekepe: nengah yan .
mikro, kecil, dan oo Produkiif yop o 5 *ClNjutnya disingkat UMKM
» kecil, dan Menengap, Yang dilakukan oleh kelompok usaha
14. Kekayaan Bersih, - i o
(aset) dengan total njla; - P e“gul‘angan tot
tempat usaha,

yang dilakukan oleh
Uau hasil penjualan
& meliputi usaha nasional
dan usaha asing yang

al nilai kekayaan usaha
asuk tanah dan bangunan

berasal dari pen; hasil Penjualan bersih (netto) ye
16. Pemberd ayagn Juaailaarlla]:;]arang dan jasa Usahanya dalam Satu(tr:\ehuolz b{:knug.

pertumbuhan ik]im usah;l paya byang dilakukan dalam  bentuk

sehingga mampu memper permoinaan, dan pengembangan usaha,

rkuat dirinya menjadji
- : jadi usaha kuat, tangguh,
dan mandiri serta bersamg dengan pelaku usaha lainnya. b8

17. gznge;nbgnge'm adalahr Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah
erah, unia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah melaluj pemberian fasilitas, bimbingan,
pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan
meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah.

18. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung
maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan,
mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan

pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.

19. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintal} dan
Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro,. Kecil, dan
Menengah secara sinergis melalui penetapan perbagal peraturan

akan di berbagai aspek kehidupan

dan Menengah memperoleh
dukungan

perundang-undangan dan kebin d
ekonomi, agar Usaha Mikro, Kect, |
pemihakan, gl«epastian, kesempatan, perlindungan, dan

berusaha yang seluas-luasnya.
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20,

1.

22,

pi 8

24,

25,

26.

27.

28.

29.

30.

IFak Atas Keka
: o oRayaan 1 k
Bksklusif yape . Cle tual, _ adalah Ha
Inluluklualy (;L&ljan:llbsnkan Oleﬁ Q]““lutnya disebut HAilfi[k Kekayaan
verundang.yng N waky, 8% pada pem raturan
L - },[um ANgan yang berhku terteny, perdasarkan pe
ckayaan [ntole e daku,
inlu]c)l:lcual maLnl;l:iga] Adalah ayaan . dari kemampuan
engetal e dal. dapat bery YAng timbul dar i, ilmu
pengetahuan, son; dan sastrq a kary, di bidang teknologl,
I)Qr[lndungan Usaha adal "

; al
kepastian hukum N segala

Upa iamin adanya
i : uk membear; Paya Yang menjami
menghindari prajgj Monopolj flfu Perlindung, kepada usaha untuk
pelaku usaha, an pemy

Satan kekyatan ekonomi oleh
Dunia Usaha adajap, Usaha Mj

Usaha Besar yang melakyk
dan berdomisilj ¢; K

Izin Usaha Mikro dan Keci| .
adalah tanda logalls yang selanjutny, disingkat dengan TUMK

as kepada seseora :
tertentu dalam benty i ol v mikng atau pelaky ysaha,/ kegiatan
lembar.

ro dan kecj| dalam bentuk satu

mpulan usahg
memiliki kete

kro Usaha Kecj h, dan
/ cil, , da
an kegiata - Usaha Menenga

abupaten Batang, onomi dj Kabupaten Batang

Jaringan Usaha adalap, ku
sama atau berbeda yang
kepentingan yang sama.

Pelaku Usaha adalah setig
yang berbentuk badan hyk
dan berkedudukan dj
baik  sendiri maupun

yang berada dalam industri
rkaitan saty sama lain dan

bersama-sama  melaly; kesepakatan
menyelenggarakan kegiatan mikro, usaha keci]

dan menengah dalam
berbagai bidang ekonomi rakyat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya disingkat APBN
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi selanjumy_a
disingkat APBD Provinsi adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Jawa Tengah. _ B =
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae1:ah selanjutnya dlsmggatt
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Paerah I.<z.1bupaten aDang.1 )
Badan Layanan Umum Daerah yang selan]u.tnya d.lsmgkat ELEI aljezri'a
Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja Pfa . ;‘ ilrilbenhik
Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Saerél uya genyediaan
untuk memberikan pelayanan k(??ada maszar;efguzrrik;n mencari
VEARG Gyl i yaG dl]ial t?-:epiatannya didasarkan pada
keuntungan, dan dalam melakukan keg

prinsip efisiensi dan produktivitas.

| Dipindai dengan
{8 CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

al.

33.

36.

3.

38.

. Unit Kerja pa

. Dana Bergulir adalah d

Pola P‘“‘St‘l&\lann {euap
; . "
selanjutnya dlsmgkat P gan p

i\dal
PK. ' Layap,
Daerah vang Membey; '}ZnBL adala) PO‘II:: Umum Daerah yang
menerapkan pmktek‘}’raktek b‘:‘RSibimas be Pengelolaa
bt

n keuangan
S5t SNis yan Tupa keleluasaan untuk
arrutn dan lllencerdq;k) arakat dalamvrang Sehat untyk meningkatkan
< A A s P
Peraturan Pemeri an k Upan bapo. Memajukan kesejahteraan
o erintah Nomor ” Ngsa, sebagaimana diatyr dibion
Keuangan Badan La\ramﬂ Un Tahun 5 ang Pengelolaan
- \ C
pengelolaan key &

an dari ketentuan
UMumnya,

apkan PPK-BLUD el
T alfih Unit Kerja pada Or e,

aerah vy

pelayanan kepada m

sebaon: O tent
;‘\‘g&lggam/ daera}, ;5311 Pengecuali
: ‘ yan "
disingkat BLUD-Upjt s 8 Mener jutnya
Daerah di lingkun ganisasi Perangkat

ang menerapkan PPK-
Pimpinan  BLUD.Up;

i t Keria ada]ah Pei
merupakan pejabat yang berwenang 22:at
penggunaan anggaran Pada BLUD.[j: .
Hibah Daerah Unit Kerja,

. yang selanjutnya disebut hibg
pengalihan hak atas Sesuatu darj Pep
Pemerintah Daerah atay sebaliknya y

peruntukannya dan dilakyk

pengelola BLUD vang
bertanggung jawab atas

h adalah pemberian dengan
erintah atau pihak lain kepada

ang secara spesifik telah ditetapkan
an melaluj perjanjian.

! ana yang dialokasikan oleh BLUD-Unit Kerja
untuk kegiatan perkuatan moda] usaha bagi usaha mikro, kecil, dan

menengah yang berada di bawah pembinaan Dinas.
Pengguna Anggaran yang selanjutnya disin kat PA adalah pejabat yang
tele) &8 yang Jutny g
berwenang dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada
Organisasi Perangkat Daerah. N
Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya dlsmgka-t KPA ad'zd;:
pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari
‘ang dikuasakan kepadanya.

ntuk menggunakan anggaran yang : .
Tliembaga perantara adalah pihak ketiga yang bermitra dengar}\y3 Bijl?r
Unit Kerja sebagai perantara dalam kegiatan pengelolaan dana berg
bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.

BABII
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

mewujudkan sistem Usaha_fll\:;:
semangat efisiensi, prgduktl ;Si,
melalui manajemen inform

iliki
i h yang memili
cil dan Menenga !
rcl))’ I:li a saing tinggi dan berkelan]uian
der ‘syumberdava secara optimal dan
an )

berkesinambungan.
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Tujuan Pember

O

d.

(&1

£

h.

: ayaan
meningkatkan e

Ikt
r lH' YT 0I K Vead
menumbuhkay |, Ipag; eei] g

p an M
L H‘]hﬂ mé I lagy, " Che
i n yar Ngah
meningkatkan l-’l‘miukli\lflfm' keci] g vt g,
‘ ‘

kecil dan Menengal.

; . ’
meningkatkan akses 1oy
lebih luas; e
melindungi Usaha mjj,
meningkatkan pe
ckonomi yang
pengembangan

Uﬂﬂlm Mi ’Pﬂﬂa[ 3

untUk:

u
= Ngak; M usaha untuk

l'lan Usahg :Tls - mkanL-)“gah;
N ‘ b dfas
k:\)lllgﬁ:lihk Pro Lsion;{l ti;lan e
PAREL yang Pel'keaclila11, be:{)aq ;4N yang pe
daya manusia yang pmduktif‘ 2:3 pa.d'a Sumbe
[ingku}\gan dan berkelanjutan'. andirj
mewujudkan Struktyy pe’ruk o

berkembang, dan berkeadijap. NOmian  gaerap yang
menumbuhkan dan mengerr;b
dan menengah menjadi usahga
meningkatkan peran us
pembangunan daerah,
pendapatan, pertumbyp
kemiskinan.

Nengah sebagai pelaku
Mandirj sebagai  basis
ftumpu pada mekanisme
ber daya alam serta sumber
» Maju, berdaya saing, berwawasan

seimbang,

angkan kaampuan usaha mikro, kecil,
yang tangguh dan mandiri; dan

aha mikro, kecil dan menengah dalam
Penciptaan lapangan  kerja, pemerataan
an  ekonomi, dan pengentasan rakyat dari

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil dan
menengah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

Pemberdayaan; |
Pengembangan Sumberdaya Manusia

Pembinaan dan Pendampingan |
Pelaksanaan dan Koordinasi Pemberdayaafl,
Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Mgnengah, -
Penumbuhan Iklim Usaha dan Perlindungan j

Pengembangan Usahfli o .
Pembiaylil = d];1 . Ilzenglzrrtzmignbaga Keuangan Bukan Bank Pelaks
Penunju an ban

Pinjaman; '
Pengelola Dana Bergulir
Penyaluran Dana Bergulir

i ha;
Kemitraan dan Jaringan Usa
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m. Koordinasi dan p

Q
P
q
I.

e
Menengah, “gt‘nqalian %
O
n. Pemasaran dan Promgy; : b""klay-"mn U
. Produksi dan Standar'%l %aha Miky, Kecil, (
Perizinan 1sasj Prog k il dan
si
Sarana dan Prasarap,
Informasi 4
aglan Ke Satu

penumbuhan kemj, sebagai

Mikro, Kecil, dan M
perwujudan kebij
berkeadilan;

) c;hm kewirausahaan Usaha
I¥a dengan prakarsa sendiri;
transparan, akuntabel, dan

terpadu.

Bagian Ke Dua
Bentuk

Pasal 6

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat dilakukan dalam
bentuk:

a.

pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan manajerial
dan produksi serta lain-lain jenis pendidikan dan pelatihan yang dapat
mendukung pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
membantu penguatan kelembagaan dan usaha; 3

dukungan kemudahan memperoleh bahan baku dan fasilitas pendukung
dalam proses produksi; N —
pelibatan dalam pameran perdagangan untuk memperluas a ses1 ‘liak; ¥
pelibatan dalam proses pengadaan barang dan jasa );ang :1 ; T
instansi pemerintah yang sesuai dengan peraturan perun ang g

yang berlaku;
membantu penguatan p
fasilitasi HAKI

ermodalan; dan
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1) Bupati membantu pe Paga] 7
2) Penguatan permo C}{)alg atan Permody)
n ,
dalam bentuk penyEdiaaiegagalmana d?;:ﬁ\sﬂij
ang u ad :
(3) Dana penguatan moda] Penguat, Pada ayat (1) dilakuka
melalui bank atay | embaSEbagalmana di;a?Odal n
&a keuangan bukan Zzikpada ayat (2) disalurkan
Yang ditunjuk.

Bagian K. Empat
Persyaratan

(1) Setiap  Usaha Mikro dap
pemberdayaan.

7) Untuk dapat mengikuti

@ pada ayat (1), Us<'>\f1;l&11< thzlﬂfrm%ram pemberdayaan sebagaimana dimaksud
Surat Keterangan Domij -1(-) an Usaha Kecil harus menyerahkan salinan
oleh Camat yang mend i/ Tempat Usaha dan IUMK yang diterbitkan

3) Surat Keteran D “p a-tkan pendelegasian kewenangan dari Bupati

) erangan Domisili/Tempat Usaha sebagaimana dimak 59 ;

ayat (2) diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah setegnpat na dimaksud pada

Pasal 9
(1) Setiap Usaha Meneflgal} dapat mengikuti program pemberdayaan.
(2) Untuk dapat mengikuti program pemberdayaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Usaha Menengah harus menyerahkan salinan:
Akta Pendirian;

ljin Usaha;
Tanda Daftar Perusahaan dan/atau Tanda Daftar Industri;

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

e. Laporan Keuangan dua tahun terakhir; dan

f. Rencana Penggunaan Dana.

(3) Dalam hal pemberdayaan penguatan permodalan, Usaha Menengah
harus menyerahkan agunan. i

(4) Dana harus digunakan sesuai peruntukannya dan sesuai den
penggunaan dana.

o o

gan rencana

Dipindai dengan
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PechBa?an Ke Lima
pa al'l dﬂl‘l PerluaSan

(1) Sasaran pemberda

Yaan
dipercepat dan diper]y,q -

(2) Percepatan dan per]yag

Pasal 19

2 Mikrg Kec;
» Recl dan Menen
ah d
— ot apat

(3) Pengelompokan dan/atay -~ /atau asosias;.

menjadi Suatu kawasan industrj apat dikembangkan lebih lanjut
perundang-un dangan. Sesuai dengan ketentuan peraturan

BABV

PELAKS
ANAAN DAN KOORDINAS] PEMBERDAYAAN

Bagian Ke Saty
Pelaksanaan Pemberdayaan

Pasal 11
Pelaksanaan' pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilakukan
oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, maupun lembaga

pendidikan.

Pasal 12
(1) Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilakukan oleh
Pemerintah Daerah dan instansi terkait.

(2) Pelaksanaan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam
Pasal ini wajib berkoordinasi dengan Dinas

Pasal 13
(1) Pelaksanaan pemberdayaan sebagaimana dimaksu.d ‘Elalam Pasal 12 ayat
(1) dibiayai dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan APBN serta
sumber dana lain yang sah. _ . .
 Budn U Mie Nega Dot e L i
isi . laba tahunan yang dialokasteati ®=r :
izfclﬂls(;:in h:z;iiréa; dalam bentuk pinjaman, penjaminan, pembiayaan

lainnya serta hibah.
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Bagi
K°°fdin£ia;:§flf e
erda},aan

1) Bupati '“”“_Y‘:]:‘“ggarakan k 1r’a§al 14
non pemerintah da] Nasj
Kecil dan Menengah,am enydenggaraain ¢Mmbagy Pemer;

?) Koordinasi sebagaim pemberdayaan Usail;tar\]:ﬁg?:
a. perencanaan; ’
b. pelaksanaan;

c. pengawasan; dan
d. pelaporan,

(3) Dalam pelaksanaan koordin

Menengah wajib dilakuk

asi Pemberq
an antary ;

; y " Kecil da
membidangi urusan Usaha M; Instansi terka -
e Mikro, Kecil dan Mooy - Pin2s yan
! an Menengah &
B V]
KRITERIA USAHA MIKRO, KECIL pay MENENGAH

. ‘ Pasal 15
(1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

a. Tnemilik.i kek‘ayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh
juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; alt)au

b. memiiliki hasi_l penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga
ratus juta rupiah).

(2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000 (lima puluh juta
rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta
rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;

b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000 (tiga ratus
juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000 (dua
milyar lima ratus juta rupiah). -

(3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut: _ .

a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000600086%0 U((l)long(i) r(as?;tjll;tﬁ
rupiah) sampai dengan paling SRS Iép. 11(7);;21 unan ter’npat usaha;
milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bang

at : - 000,00 (dua
b. memilii hasil perjualan tahunan lebih dart RP. 29007000 Verva
milyar lima ratus juta rupiah) sampal &
Rp. 50.000.000.000,00 (lima pulufcl1 apain
(4) Kriteria sebagaimana dimaksud pa g ol
nominalnya disesuaikan dengan P

berlaku.

i iah). N
mllyar(rll;f)aya’c (2) dan ayat (3) nilai

perundang-undangan yang
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PENUMBUHAN IKLny g, 2AB vy

PE
N ERLINDUNGAN USAHA
Peny % n Ke Saty
Mbuhap Iklim Usah
(1) Pemerintah  Daeral, me 1

(2)

mendukung pemberd, aanai}lltasi Penumbyhy,

menetapkan peraturan dan k S'?ha - n
pendanaan; “bijakan ya

sarana dan Prasarana:

informasi usaha; ’

kemitraan;

perizinan usaha;

kesempatan berusaha;

promosi dagang (pemasaran); dan
dukungan kelembagaan,

Dunia Usaha Lembaga Swad
’ aya Mas .
masyarakat berperan serta seczra akti);arr;‘:;; Lembaga Pendidikan dan

usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1 antu menumbuhkan iklim

klim Usaha

ro, Kecil dan Me yang
; nengah d

ng melipyt aspek: 8 €ngan

SQe 0 A0 oD

Pasal 17

Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a ditujukan
untuk:

a.

memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga
keuangan bukan bank;
memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya
sehingga dapat diakses oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat,
tepat, murah, dan tidak diskriminatif dala;ln pelayanan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
membantup para pell)aku Usaha Mikro, Kecil dan Men;el}gah un::lk
mendapatkan pembiayaan dan jasa/ produk keuangsnk Zn;)l;)rfi ybail%
disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan " Ran
i konvensional maupun sistem syaria eng
yang menggunakan sistem

jaminan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
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- T
qarand don Prasarang sebagag Pasat ¢
Jitujukan untak; iMang

img,
mengadakan U dalapy, p

a Masar asal 16 4v.
nwn;',vmh.u\’,k‘"l\ -‘ ‘dl-ln.\ Mum I'16 ayat (1) hupyf 1
'mberikan 1k - : “umbyhyy, Usare Y8 dap;
b, o { U"\}',dnun ti\rif Sahy Mi ro, K l'clt "“"“lﬂruny v
dan Menengah, Tasarana - ecil ¢ y W

an Meneng,
Menengah; dan

rte _—
“Ntu bagi | Jsaha Mikro, Kecil

[nformasi usaha sebagaiman, Pasal 19

Jditujukan untuk; U dimakgy, d

a. membentuk dan e
informasi bisnis;

b. mengadakan dan menye

pembiayaan, komodit
dan

alam Pasal 14

ayat ul ¢

mpormudah ) | ) hur“ | 'L|
[(.mnnfaamn bank data dan jari

als an l““ 5’7‘1

barluagk

an info
as, penj -

g asi me i
Aminan, (e Al P

. asar, sumber
sain dan teknolog

' ' i, dan mutu:
¢. memberikan jaminan o |

ansparansi
pelaku Usaha Mikro, K Paransi dan

‘ akses . .
cil, dan Meneng yang sama bagi semua
J

ah atas segala informasi usaha.

Pasal 20

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam P
(&

untuk:

a. mewujudkan kemitraan antar Usa,

b. mewujudkan kemitraan ant
Usaha Besar;

¢. mendorong ter]adm}{a hubungan yang saling menguntungkan dalam
pelaksanaan transaksi usaha antar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

d. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam
pelaksanaan transaksi usaha antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan
Usaha Besar;

e. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah;

f. mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya
persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen; dan

g. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha glch orang
perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro, Kecil,

dan Menengah.

asal 16 ayat (1) huruf d ditujukan

a Mikro, Kecil, dan Menengalh;
ara Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan

Pasal 21

Perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e

ditujukan untuk: o
a. menyederhanakan tata cara dan jenis
pelayanan terpadu satu pintu; dan Usah
b. membebaskan biaya perizinan w Kecil
keringanan biaya perizinan bagi Usaha Kecll.

perizinan usaha dengan sistem

a Mikro dan memberikan
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Kesempa tan berusaha | B
Jigjukan untuk: oC O38aimapy ok 22

Im,
a. menentukan Peruntyl, aksyq dalap, Pas

i

i

pasat, Tuang pertokg,, tlernpat Usahg al 16 ayat (1) huruf £
' , 1o . an .
Jokasi pert.ambangan rakyay AS1 sentr, in & Melipy; pemb
serta lokasi lainnyy. » lokag; yan wuf' 1, lokasj Pertanian rak

etapk : 3jar bag; " Tayat,
men k Pkan alokas; Wakty pe *6! Pedagang kaki lima,
subsektor perdagangap, et Tusahy untuk Ugap,

; Saha M

mengkoordinasikap, agar Usapy
A Besar
me

paling sedikit 2% (qy ;
( a Persen) darj Seluru?lyemakan I'uang tempat usaha

bagi Usaha Mikro, Keci] t
mencadangléan bidangdac? enengah, Cmpat usaha yang dibangun

N jeni ;
kekhususan proS.esl bersifat p; dne:: kegiatan usaha
buda)t/a );(angliaerslfat khusys datiiag katrya, serta me
menetapkan bidang ysap, ey,
dan Menengah gertq g dlcadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil

bidan u
dengan syarat haryg bekel‘]i ssae:::: gang 2 ks untuk Usaha Besar

erian lokasj dj

ikro dan Kecil di

Yang memiliki
mpunyai warisan

Menengah; €ngan Usaha Mikro, Kecil, dan
melindungi usaha tertenty

an
Menengah; yang strategis untuk Usaha Mikro, Kecil, dan

mengutamakan penggunaan roduk s
dan Kecil melalui pengadaan specara lar}izgfn(;l-ha&lkan U Sl i

memprioritaskan pelaku usaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di
daerah dalam pengadaan barang atau jasa dan pemborongan kerja yang
dilaksanakan; dan
memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan.

Pasal 23

Promosi dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf g,
ditujukan untuk:

d.

meningkatkan promosi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di
dalam dan di luar negeri; | _
memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk Usaha Mikro,

Kecil, dan Menengah di dalam dan di luar neg?ri/' _ _
memberikan insentif dan tata cara pembenan insentif untuk Usaha

Mikro, Kecil, dan Menengah yang mémps mezy-eddiell::nn diini?ﬂiiﬁ
secara mandiri dalam kegiatan promost p pacink ¢ €2

negeri; dan
memfasilitasi pemlhkan :
desain Usaha Mikro, Kecl

negeri dan ekspor.

aan intelektual atas produk dan

hak atas kekay Ah dalam kegiatan usaha dalam

], dan Meneng
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wtea 5 o lll\ﬂ\\g }- ‘“‘"\“)'\ NeOIngkath an LTI
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AR AT 3 , i 4 3
actiprtangan Usaha Mikro, !\u-llt S Ty, “ehay nil”“’mhd” kewangan
VAN Menengaly, A peadubiny,
S8 Ke
"h"d“"ﬂﬂﬂ Usaha
] !‘t‘ﬂ'!t“f!nlah I)ﬂt‘r(\h Dllni"t P'asal 3
' - ‘_\ . 1 i - - Sdh‘ L
| embaga Pendidikan dan U Lembaga G
‘ Masyarak oot Swadava Masyarakat
r g ; ¥ o ‘t 1 3 ) iR
- Perhindungan usaha N Menengah, -

sebagaim :
) _ ana
upd.\'a \ang dlﬂrahkan pada teria‘rl;ma
Mikro, Kecil dan Menengah da] -
Bentuk-bentuk Per“nd““g«in usaha tersebyt be
. i ~ ] . e u ) .
a. pencegahan terjadinya Penguasaan pasar :up“‘
. . b [ §
orang perorangan atau kdompok tel-t.o
Mikro, Kecil dan Menengah,
. r
b. perlindungan atas usaha tertenty
Kecil dan Menengah dari up
lainnva;
C. purhndungdn dari tindakan diskriminasi dalam pemberian layvanan
Pemberdayaan untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
. . ’ ' '
d. pemberian bantuan konsultasi hukum dan pembelaan bagi Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah.

ksud pada ayat (1) merupakan
an k nva: kelangsungan hidup Usaha
emitraan dengan Usaha Besar.

&
-

an pemusatan usaha oleh
ntu yang, merugikan Usaha

yang strategis untuk Usaha Mikro,
ava monopoli dan persaingan tidak sehat

BAB VIII
PENGEMBANGAN USAHA

Pasal 26
(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang;:
a. produksi dan pengolahan;
b. pemasaran;
¢. sumber daya manusia; dan
d. desain dan teknologi.
(2) Dunia usaha dan masyarakat berperan sc by
pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat{t)

rta secara aktit melakukan
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femen i ke, LT
manajemen bagt Uy, Milc ;s M denggn e Appimana
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p, mel et gy, i fere;
'”-.uhllif” ‘IHII I""’P‘)Iul}:m { N.““ f\/l’mu'll;f',r'h; fa h-mmnpmm
. _ e in Pindy
by produk Usahg Mikra, 'Khnh b ‘“' ":l:m Barana gan Drasar
| (0 7 Win; AB3rana
¢ mendorong, penerapy, + Al dian “ne vy Penolony, dan ke e
lahan: N wlang, 'l “Ngah, ' ‘emasan
|u'l|}',() ahan; dan iy CHTA alay ,
TN proges
A

J. meningkatkan k
Usaha Menengaly

CMampugp, produksi - dan

‘WMNcany |y,
. (2 1) ¢
Ly

Pagal 28

Pemasaran
¥ » 8eba raimana  diva:
an dcngan cara: Balmana dimaksud dalam

an pengk
asl pasar;

an manajemen dan to

pengembangan dalam bidang

pasal 26 ayat (1) huruf b dilaje i

a. melaksanakan penelitian ¢

b. menyebarluaskan infoprm

c. meningkatkan kemampy

d. menyediakan sarana pemagaran yang me
J

pasar, lcr.nbaga Pemasaran, penyedia
Usaha Mikro dan Kecil:

e. memberikan dukungan promosi
distribusi; dan
f. menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran

aJlan pcmzmnrun;

: knik pemasaran;
: liputi penyelenggaraan uji coba
an rumah dagang, dan promosi bagi

produk, jaringan pemasaran, dan

Pasal 29
Pengembangan dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:
a. memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;
b. meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial; dan
¢. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan
untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan

kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru.

Pasal 30 . . ——
Pengembangan dalam bidang desain dan teknologi sebagaimana dimaxsu

dalam Pasal 26 avat (1) huruf d dilakukan dengan cara: |

a. meni?i:katkaﬁ lfeznampuan di bidang desain dan teknologi serta
pengendalian mutu;

b. meningkatkan kerjasam
meningkatkan kemampuan :
penelitian untuk mengembangkan desal

ih teknologi; o
: da%zi:ha Mikro, Kecil dan Menengah di bidang

1 dan teknologi bart;
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d. memberikan insentif .
mengembangkan tekllolopa-da Us

ﬂha .
sndorong  Usal .. 8ldan tkp _
g MENS & Usaha Melegq,a . Kecil,
sertifikat hak atag kekayaao’ ‘KeCil, . :\rllﬁn lin ku;la; I;Aehengah dina
Int l ktl_] enEn h n ]idup dan
u mk mEm
peroleh

Pembiayaan g, Pe:j?an Ke Saty,

in
an Usah, Mikro ¢ap Kecil
1) Pemerintah Daerah me
Mikro dan Kecil.
2 Badan Usaha Milik Daera

penyisihan bagian laba tahung APat. menyediakan
dan Kecil dalam bengyi n
pembiayaan lainnya.

(3) Usaha Besar daerah da

P
Mfasilitag;
S Penyediakap, Pembiayaan bagi Usah
1 Usaha

pat m : )

e dan IE:észizl;:n pembiayaan yang dialokasikan

penjaminan, hibah, dan pembiayaan lain"gy:emuk pemberian pinjaman,

(4) Pemerintah Daerah dan dunia usahg 'da t : :
mengusahakan bantuan i pat  memberikan hibah,

: - ar negeri, dan me hak
embiayaan lain yang sah s : _ ngusahakan sumber
Iliecil. IE5a erta tidak mengikat untuk Usaha Mikro dan

(5) Pemerintah Dae'rath dapat memberikan insentif dalam bentuk kemudahan
persygrata.n perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana, dan bentuk
insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi
Usaha Mikro dan Kecil.

Pasal 32
Dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil,
Pemerintah daerah melakukan upaya:
a. pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga
keuangan bukan bank;
b. pengembangan lembaga modal ventura;

elembagaan terhadap transaksi anjak piutang; . |
d. geningkftan kerjasama antara Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui

i ini i vensional dan syariah; dan
simpan pinjam dan jasa keuangan kon

i i n ketentuan
pen emban i n lain sesual denga
B g gan sumber pembla y aa

peraturan perundang—undangan.

o
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1) Untuk meningkatkan
embiayaan sebaga; ,
. menumbuhk Balmang imakg 2 Mikrq dan Ko
a. an, Mengem, ud g am p Kecj terhada
keuangan bukan L, angkan d asal 33, Pore o P sumber
ank; » dan Merintah P,
b. menumbuhkan Mperlyag i erah:
b e mengEmb ]armgan lemba a
lem ?)ga pPenjamin kye ;. . a g
. T
- Trftllrllk ?Irllé(r?\l; keliml‘ldahan an fag;ljt
. erole pemb 1tasj dal
2) Dunia Usaha dan gy layaan, am
akses Usaha Mikro dg : TPeran serty go,

akSes UPQSQI 33

Ngkan,

an
Memper]yag jangkauan

- ,
fmenuhi persyaratan

a. meningkatkan kemga

b. meningkatkan peng
pinjaman; dan

c. meningkatkan pemahap,

an d ;
usaha. an keterampllan teknis serta manajerial
Bagian Ke D
p X : ua
embiayaan dan Penjaminan Usaha Menengah
_ Pasal 34
Pemerintah Daerah melakukan
: \ pemberda
bidang pembiayaan dan penjaminan dengan:y i R, sl gl

a. memfaSI.lltasi dan mendorong peningkatan pembiayaan modal keria d
investasi melalui perluasan sumber dan pola pembiz aan akse:: teq}? dEm
pasar modal, dan lembaga pembiayaan lainnya; dan yaan, akses terhadap

b. ?efllagembangkafll 1ell<nbaga penjamin kredit, dan meningkatkan fungsi
embaga penjamin ekspor.

BAB X
PENUNJUKAN BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK
PELAKSANA PINJAMAN
Pasal 35

(1) Kegiatan pembiayaan dan penjaminan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
dilaksanakan oleh Bank yang ditunjuk oleh Bupati.

(2) Bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat
Pembangunan Daerah Jawa Tengah (BPD Jateng). , olurkan

(3) Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) d; ar‘?d;EeM);nengah
kegiatan pembiayaan dan penjaminan Usaha Mikro, Kecl

dapat menggunakan kantor kas yang berada di geimsta;je:sgétan di
seluruh wilayvah Kabupaten Batang untuk memudahkan pelay -
o s konomian masyarakat melalui Usa

e o gl laksanaan pinjaman kepada
i i ah, maka dalam pelaxs e
g:rlfll;oc,lii::ijr? guﬁigf Egnga sampai dengan 4 (empat) persen per tahun

(1), adalah Bank
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] .'y\ l‘\l\ Al ) % [ .
Uy “l'll\ i l!n l“l {ul\’l‘\mn dan m'\][ Aal ag
gergulir, Ban by Sith

kan 1, ' Mik
ank 10, Kecil
y Rentuk dana berguliy ad dila dan My,

Sanakay, ole engah
y) Uang sebagaimana din

alaly Py, 'h BLUD Dana

\ ! 1 ‘n‘li\n d 1 1 nilag N £
P‘ s lBor y"li‘ rl nlfm hln\bi\h’ ,Ll'|; "l“ ayat | (“i‘ltll) L
{ . " " J ) s G T ,

dang '
ay PInjaman, dan hibah,

lu‘rikllt
arakteristik sebagai

a. merupakan bagian day; ke,
b, dicantumkan dalam /\pn‘ angan di\t‘ruh;
o, dimiliki, dikuasai, dan/atq ( “'.‘/ﬂluu |
d. disalurkan atay (“Pi“}'mm;,l' dikeng
dan usaha menengah; an ke
ditujukan untuk perk
usaha menengah;

{. dapat ditarik kembalj g,

l.npomn keuangan;

ia ikan olgly PA/KPA;

Pada pe; '

A pelaku usaha mikro, usaha kecil
/

)

atan moeq

al ug i
aha mikro, usaha kecil, dan

atu saat,

(1) Keuangan Daerah sebagaimanal) ;::1?111 SIZ* :
a, merupakan semua hak dan ke\;a;illl)jnda[;m? l;asal ety o o hur qu
dengan uang, serta segala sesuatu baik berua:ral yang dapat dinilai
vang dapat dijadikan milik Daerah berhub pa uang maupun barang
s wbung dengan pelaksanaan hak
dan kewajiban Daerah, g dengan pelaksanaan

(2)Qica11tu111ka11 dalam APBD dan/atau Laporan Keuangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) huruf b mempunyai pengertian bahwa
dana bergulir dimasukkan dalam siklus APBD/APBD Perubahan
dan/atau Laporan Keuangan PA/KPA.

(3) Dimiliki, dikuasai, dikendalikan, dan/atau dikelola oleh PA/KPA
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) huruf ¢ mempunyai
pengertian bahwa PA/KPA mempunyai hak kepemilikan Dana Bergulir,
penguasaan Dana Bergulir dan/atau kewenangan dalam melakukan

pembinaan, monitoring, pengawasan atau kegiatan lain dalam rangka

pemberdayaan Dana Bergulir. -
(4) Ditagih kembali dengan atau tanpa nil

dalam Pasal 36 ayat (4) huruf d mempuny
PA/KPA/pihak ket)i/ga yang diberi kewenangan oleh PA/KPA dapat

i hasil

menarik/menagih Dana Bergulir dengan mengenal;)an :ugée;é:lz:gl 1:::;
PATE pOkOk e BergUIir kePadE Pe;‘:;l;i olzﬁ PA/KPA’dapat
' i ang diberi kewe e
;igglgﬁ)éﬁzgi;%f;a }];ergulir dengan tidak mengenakan bunga/bagi

i leh Bupati.
hasil dengan tujuan tertentu yans ditetapkan oleft EP

ai tambah sebagaimana dimaksud
ai pengertian bahwa
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.-‘) ,I‘\‘ I\“dh"‘ "\\‘ll.‘l "“‘l“ y
sat ! W
”".ml\u:\ i lh.nm"”‘mIIMIM f
) L) 1 [} \ ‘ ‘“
i llll\}. \”\ 11 k( t“‘"“ W ‘ﬂh\,\!“ [ “l G'O‘I‘"" I.
]

vapat ditari o iy Mg -
l(\) | 1} { ll'\ l\l |\\l\‘|“ S0 ay “”“l ;‘ l"fh’vl,, | 6 avat ‘,l) hlln)[ .

lmrul ll ;|u~:\|p||l\_\-.\| l“\'\}‘ur' :.clhllunn dly My """v’rl.: .;".mmk..,, untuk
tisik oleh 1 "\/l\l‘z\/)\llm‘, M balyy, y RLUTTIR nmh}»n"""' Bergulie
dart ppnnpi;nn Dang Ropg Hga Yang LT > ll'\p‘ -"l| 36 ayar (4)
Ay ketentuan lebj ) APat ditapik e
;) N1 ‘ |h '(\n'l” I‘I](\h - 1 { i“"“l‘l\' V!‘l'l\n,v,‘" | “HL. Secara
Peraturan Bupati, Benag '“‘l\npn an Ombaj| Wn oleh PA/KPA
) ‘Q\n HAL,

tan pe
Nar r
'

PENGELop YAB XI
GELOLA ypNA o
e "NA BERGUL

Pagal 34

h Y ‘ \(‘l("i‘i‘l‘ l)"
(') l tl (" A} I‘n ]*(‘I‘}'llli q i
L y ‘

(2) Penctapan HLUI)-UnIl Kerja
dilakukan  sesuaj donyuﬁ ll;NM?’dz:«\inmn
) _

mengenai pengelolaan 1 Cntuan
aan keuan
gan BL,Up

, ‘.UI)-Unil‘erj.\.
a dmmksud

Perenss dalam ayat (1)

an pe
I Lruml.mg-uml.mg.\n

(1) PA/KPA/Pimpinan BLUD-u A

: nit Kerj
kepada penerima Dana Be Ja dap

at menyalurk
N ' I'K¢ f \ 1
rgulir dengan at e i Dana Berguli

(2) Lembaga perantara sebagaj ' i pope mbaga perantara
agalmana dimaksud Pada ayat (1) dapat | "
J Ay dapa erupa

lembaga keuang ;
mbag angan bank, lembaga keuangan non-bank, ) -
bidang pembiayaan yang menerapkan PPK-B] e ank, atau SKPD dj

(3) Lembaga perantara berupa lembaga ke A

aga Keuangan bank dan lembay
keuangan non-bank sebagaimana dimaksud pada 1y-1; (2) 1%2
berfungsi sebagai penyal hanneli o il e
ot (g_ti‘gc-”ﬁ”‘g 1), penyalur dana (channeling) atau pelaksana pengguliran

(4) Lembaga perantara berupa SKPD di bidang pembiayaan yang
menerapkan PPK-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya
berfungsi sebagai penyalur dana (channeling).

(5) Lembaga perantara berfungsi sebagai penyalur dana (channeling)
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu dalam hal lembaga tersebut
hanya menyalurkan Dana Bergulir kepada penerima Dana Bergulir dan
tidak bertanggungjawab menetapkan penerima Dana Bergulir. |

(6) Lembaga perantara berfungsi sebagai pelaksana PL‘“ggu‘“l"}" ‘l:a"f‘
(executing) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu dalam ha L:p Eb:
tersebut mempunyai tanggungjawab menyeleksi .c]lank ::LL)::ILl ‘151211

may 3 I dlle
penerima Dana Bergulir, meny alurkan dan l;t?};;(]tut: rihan Dana

Bergulir, serta menanggung risiko terhadap Kketide 8

Bergulir.
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Pa
palam hal penyaluray, Dang ersral 40
Je 4 A
1 pagaimana dimaksyq d Bulir e
s€
lembaga perantara haryg
(&

Ngunak
asal 3 40 lembagy nare
. melﬂkuka 9, PA/KPI\ BA perantarg
perikatan sebagalmana
2 bentuk surat perjanji

; LUD.up "
_ N pe nit Kerja dan
dlmakqud a0 (1) g |
Uapat
ihak.

2 . ) p'z\da ayat
N yang berlsikan haky21an kew
rikatan sebagaimang dimakgyq ¢
&) pe para pihak yang terikat " Pada yat (2)
objek perikatan;
jangka waktu perikatan;
hak dan kewajiban
e. keadaan memaksa
f. Sa]‘[kSi.
4) Ketentuan lebih lanjut mep
) diatur dengan Peraturan Bup

p dibuat dalam
ajiban kedya belah

paling kurang memuat;

N ow

para pihak.
/ force Majeure; dan

gsnal tata cara Penyaluran Dana Bergulir
ati.

BAB X111

KEMITRAAN DAN JARINGAN USAHA

Bagian Ke Saty
Kemitraan

Pasal 41 —_—
Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan Masyarakat Fifealitias,
@ mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan, yang saling

: ungkan.
e e T T S nowpags
(2) Kemitraan antar : sa e Idan 1\’/[enengah dengaﬂ Usaha Besar
B, Mﬂl('r}?'ketei;lrﬁpnan di bidang produksi dan pengolahan,
TSP przirerfoilglan, sumber daya manusia, dan tekn_0108i- Usaha
pailliEa e 5 ang terkait mengatur pemberian insent{f kep}l(da'l Sdan
(%) Dmas Teknis § 1a§ukan kemitraan dengan Usaha Mikro, \ eg;ile e
henrt el instest s pangauliingEn It A
Menengah mela an tenaga Kerja, penggunaan te}q}dogat?aelgtihan.
eksp(;r,l.perll)tf;r;fn serta menyelenggarakan pendidikan dan p
ramah ling :

Pasal 42
Kemitraan dilaksanakan dengan pola:
a. inti-plasma;
b. subkontrak;
C. waralaba;
d. perdagangan umum;
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_ distribusi dan ke, 5
{ pentuk-bentuk kergnjn?; dan
usaha patungan (joing t)an 1

pemberian informasi; dan
pemberian bantuap [

’ Se .
©ture) 4 PO: by
, Sk
N pep, umbll_i‘f“' Ctjass
: u OPerac:
pelaksanaan kemltraan de Pagq) 5 “(outs(,urd?iirasxonal,
dalam Pasal 42 hUruf :gan pOIa 1nt1 g)
mengembangkan Usaha N'IikUSaha Besau}-) lasmg Sebaga;
plasmany a.dalam: b Kecj], d Sebaga inﬁmana dimakgyq
i, penyed{aan dan Penyiapay | an ®nengyy, m:mbina dan
p. penyediaan sarang pro duksi:d an; Yang  menjag
emberian bimpj ‘
i perolehan e Pingan teknis Prodykg;
d_ p , /P nguasaanl dan pEn' S1 an mana.e
e. pembiayaan; INgkatan teknoll TeN Usahy,
f, pemasaran; O81 yang diperlukap,
g. penjaminan; '
h.
i.

Pelaksanaan kemitraan usaha
dengan
pola subkontrak  sebaga;
galmana

dimaksud Pasal 42 huryf 1, unt
: uk "
Usaha Besar memberikan dukungan ber?:;:fmduksx barang dan/atay jasa,

a. kesempatan untuk mengerjakan
komponennya;

" kb o . b s it

srka jumlah dan harga yang wajar;

c. bimbingan dan kemampuan teknis produksi atau manajemen;

d. perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan;

e. pembiayaan dan pengaturan sistem pembayaran yang tidak merugikan
salah satu pihak; dan

f. upaya untuk tidak melakukan pemutusan hubungan sepihak.

sebagian Produksi  dan/atay

Pasal 45 .

(1) Usaha Besar yang memperluas usahanya dengan cara waralaba
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf ¢, memberikan kesempa?lt_al?
dan mendahulukan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang memilii

kemampuan. naan
4 engutamakan penggu
(9) Pemberi waralaba dan penerima waralaba m - negeri sepanjang

barang dan/atau bahan hasil S;zd}laf: y‘:ig disediakan dan/atau
memenuhi standar mutu barang

dijual berdasarkan perjanjian waralaba.
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y Pemberi waralaby
A} ) . |“‘ .
pimbingan “lwiummw beri
}“.,\,-'mnh.\ngan kupddﬂ

e gp Olhagy d
Pengp; ' pe M by
lrll]\,\ aral ‘ Pe ma&\n ' De t"li'r‘i lfmh.‘\n
N pelaksanaan kcmitraaﬂ deng PilSal 46 o tigan,
‘ : ‘Mga
dimaksud  dalam Pasal 4 ;“ Pola Perd,
L1jASIMA - pemasaray, ruf g dap,. "Ban sebas:
- lari Usaha n. "NYedigay lok 2t dilaly, o Baimang
P.\snkan dart Usahg Mlk 0, eci] d asi saha o alam Niuk
dilakukan secara terbuka, e hengal, oleh (1.« PeNerimagy
) pemenuhan kebutuhan barang dan Saha Bogyy yang,
Besar d;laktlljkall\ dengan Menguam Jasa y g diperl, N oleh g
{ecil atau Usaha Mk, - ad saha
_l\“l kro S€panjan hi s?a h Produksi Usapy,
jasa. N andar mygy barang fan
() pcnga' m Pembayara, dilakyq dengan ;
satu pihak. 8an tidak merugikan salah

Pasal 47
palam pelaksanaan kemitraan dengan pola
sebagaimana dimaksyd dalam Pasal 47 huryf e,U
Menengah memberikan hak khusys untuk me
kepada Usaha Mikro dan/atay Us

distribys; d

an - keagenan
saha Besar ¢

an/atau Usaha

Mmasarkan barang dan jasa
aha Kecjl.
Pasal 48
Dalam hal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menye
dengan modal

patungan den

lenggarakan usaha
sebagaimana diatur dalam peratur

gan pihak asing, berlaku ketentuan
an perundang-undangan.

Pasal 49
I ' Bes
kemitraan usaha yang berhasil, antara Usaha esa v
I[)Jela}l:asan;/?illlro Kecil, dan Menengah dapat ditindaklanjuti - dengan
Sa 7 /

kesempatan pemilikan saham Usaha Besar oleh Usaha Mikro, Kecil, dan
ese
Menengah.

ar dengan

Pasal 50 _ RO,
: janjian tertulis dan BatidpKI
(1) Perjanjian kemitraan dltuangkaI;dalﬁTk Psra]n ]kewajiban - smg-TaSl.nﬁ
i il ‘elesaia
haruli msng::cll(lr ;:r%;aetr?\rlloangan, jangka waktu, dan peny
pihak, ben -
isi - la ayat (1) ¢
perselisihan. . imana dimaksud pac uar SN
@ i el Ssb:;?:nang sesuai dengan ketentu
kepada pihak yang be

perundang-undangan.
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: perjanjian kcmitraan 58

. TERAgai

 pertentangan depy. . a .

berts ” h se 't M "SI lag : dimak“
Menengah serta tigy), My Mang;,. Pada ayat
Jan Menengah terha » lPtakan Kete Iriay Us 1)

) Dalam - melaksangajq, _“aha B, '

-t
" hukum yang setarg dan Ta

ikeo, 1.
y + NQe F
i 3 Ba USﬂhﬂ Ml ro ll{(‘lu\illl
K a! i ’ Llc
: terhagy,, . Para Pihay '
5) pelaksanaan kemltl'aan -

L Qreka . mempu

yang dibentuk dan bertu(;iv:?ftluk‘ arg tfrt‘{)ak_ ukupy

6) Bupati membentyj lembag( 00 ;'e \
memantau Pelaksanagy, kemjyy. rding
sebagaimana dimaksud aan

.lidak boley,

el Pag
1) Usaha Besar dllarang memjjk; dazbst
dan/atau Menengah sebagai ot aaau
hubungan kemltraa]? sebagaimana dim l (5 Pelaksanaan
) Usaha Menengah dl'larang memilik; 4 lam Pagy) 5
dan/atau Usaha Kecj] Mitrgy Usahany, U menguagy; Usah

Bagian Kedua
J aringan Usaha

Pasa] 57
(1) Setiap Usaha Mikro, Kecil, da

I N Menengah dapat Membentyk |
usana.

aringan
(2) Jaringan usaha sebagaiman; dimaksyd Pada ayat
usaha yang mencakup bidan

(1), meliputi bidang
-bidang yan
pihak dan tidak bertentanga

g disepakati
nd

ketertiban umum dan kesusilaan.

BAB XIV
KOORDINASI DAN PENGEN DALIAN PEMBERDAYAAN
USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

b berdayaan Usaha
. s 1 a C
(1) Bupati melaksanakan koordinasi dan pengendalian pemberday
Mikro, Kecil, dan Menengah. e Milies, Gl das
2) Koordinasi dan pengendalian pemberdayaan ilaksanakan Daerah
i d pada ayat (1) d
Menengah sebagaimana dimaksu 2 tegrasian kebijakan dan program,
e e e e da? peﬁglelltagpengmdalian umum terhadaliJ
antauan, evaluasl, serta il, dan Menengah,
e berdayaan Usaha Mikro, g embiayaan Usaha
Felaksafll(aan P e;nnggaraan kemitraan usaha dan p
frmasuk penyele

Mikro, Kecil, dan Menengah.
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: Usaha besar yang mg|
a d mil‘lis tra tif sa-nksi

Uan
enyelenggaraan usap, ¢ 8hentian1°as 51 ay, 1) g
) Pcngh(?ntlan atau Penug, u EHUtL an sapg
sebagaimana dimaksyq pada Pan tempgg F tempay

p a i ggar
e . aa
instansi yang bel‘Wenang P fingatay, den an geg N usaha

(l) Penyidlk Pegawai Ne R Pa.Sal 55

(2) Wewenang Penyidik Pe

Mikro, Kecil dan Menengah;

b. melakukan pemeriksaan terhaq ;
: , ap setiap oran :
melakukan tindak pidana di bidang pemberdayagn }S;ia dl\fiiga
Kecil dan Menengah; o

c. meminta kEFEI:angar} dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan
dengan peristiwa tindak pidana di bidang pemberdayaan Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah;

d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana di bidang pemberdayaan Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah;

e. melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat
bahan bukti, pembukuan, catatan dan dokumen lain; _

f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan b?rang hff‘;ﬂ pe?in]gaig;;ig
yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindsk pidang
pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menen%(a ' elaksanaan tugas

g meminta bantuan orang ahli dalam raxfg I?aan Usaha Mikro,
penyidikan tindak pidana di bidang pemberday

Kecil dan Menengah;
h. menghentikan penyidikan;
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i memasuki tempat
" audio visual;
n‘l@lﬂkﬂkan peng Q
dan/atau tempat laj ta

g aln vy, rhy Mmby,
tindak pidana gj bid?ng digy, dap baiay at "ekamay,
Menengah; ng pember 4 'I‘Upakan’ pakﬂian

terteng,

: Pag
tiap orang yang m al 5¢

(1) Isneengaku atau rgem?ﬁg? llri:n kan dirj sendjy:
. a IT at,
selﬁl1gi?d::lengapaktka'n kemy Saha Mikro’ I?:Ci?rang lain dengan
usa Zfintah ganand' €glatan gy , atay memp“-ml’eh acrlla Menengah
g?;; cam pi d};nagdeiferuntUkkan bagi s:}?geﬁaan barap anni?satempat
1 gan pidana iy, 2 Mikro, K untuk

i Un . 4 ll; da
dfenda Pal.mg banyak Rp. 50.000.000 _ ﬁfm Paling Jam, 3 (ﬁgal; Il:’l’lelnengah
) Tindak pidana sebagaiman, dimaksyy - PUuhjuta rupighy R
pidana pelanggaran, U4 Pada ayat (1), o,

BAB Xvinp
KETENTUAN PERALIHAN

(1) Dengan ditetapkanya Peraturan Daer

Peraturan Daerah ini, dinyatakan te

berlakunya berakhir
(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah
Kabupaten Batang Nomor ..... Tahun 2016 tentang .......... bersama

peraturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lag;

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada t.?lnggal diundangl;rrll. .
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang

Kabupaten
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabup
Batang_
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PR A

,,,,,,

pmml.m;;kem di Batang
pada Fanggal o

(KRETARIS DAERAH
CABUPATEN BATANG,

td.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN . NOMOR
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l.

, PENTR
PERATURAN DAER 1 {(EkI?SAN "
TAHy) UPA’I‘E

(EMBERDAYAAN DAN PENG TA]\ENT ANQTANQ Nomog

UMUM
Pembangunan daerg}, yane
' 3
ale " e
giselenggarakan bersamg olely bqsmnca "
' €
pjadi pelaku utamg 1y Yarakay 4
menje b b PLmbﬂllgunau ‘
ATE C & : C
mengarahkan, membimpiy, ) m(’“hduné i ar
iklim yang menun; , Se Wicdaye
dan iklim yang Njang, 8Yarakat a4 o Menypy . HWafbay
pancasila dan Undang-Undan D adil dap,
1945 harus diwujudkan melalyj Pemb
perdasarkan demokrasi ekonom; angun
Dalam rangka demokragj eko
Menengah perlu diberdayakan'
bagian integral ekonomj rakyat y
potensi strategis untuk mewujud
makin seimbang, berkembang, dan berkeg dilan
Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, 4
secara menyeluruh, optimal, ¢
Usaha Mikro, Kecil, dan Mene
mampu memperluas lapangan k
secara luas kepada masyarakat, dap dapat be
pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong
pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam

mewujudkan  stabilitas
nasional. Selain itu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah salah satu

pilar utama ekonomi daerah yang harus memperoleh kesempatan utamat
dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya .sebagan
wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekogqmgaky:;t,
tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik aerah.
i I il, dan Menengah telah menunjukkan
Meskipun Usaha Mikro, K-ecﬂ, A g o sk et
peranannya dalam perekonomian de.lera ; nalr)mrlSifat i e
berbagai hambatan dan kendala, baik yang be iy
destetmal dalum hal prodike dan i o Peta iklim Iusaha. Untuk
manusia, desain dan teknologl, perm()dalanldSer erlindungan Usaha
meningkatkan kesempatan, kemampuar, ballbap ai kebijakan tentang
Mikro, Kecil, dan Menengah, telah ditetapkaer;nbeanggmya namun belum
pencadangan usaha, pendanaan, dan Efgfa 0 tersebut belgm dapat
optimal. Hal itu dikarenakan 1.(6 ’ berusaha, dan fasﬂltals yang
memberikan perlindungan, kepagit;alr\ldikro’ Kecil, dan Menengaf
memadai untuk pemberdayaan Usah

Mikro, Kecjj
» Kecil, da
aan. dalam g ini sebag:i
ai kedudukan, Peran, dan

kan struky, Perekonomiap daerah yang

aha yang
an pelayanan ekonom;
Tperan dalam proses
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ubungan dengan itu Usah

seh o, dengap cara:
{ibcrda)"lbuhan iklim usahg yang mep, dukuy,
: oy Kecil, dan Menengah; dan
d Mikro’ bangan dan pembinaan Usaha Mikro, Keci[

engemi upaya untuk meningkatkay, k

seba%laan Usaha Mikro, Kecij]
kelembagmaka pember.dayaan
daerah.’ tah daerah, Dunia Usaha,
pemerit dan berkesinambungan, p
sinerlglséan Menengah, seluruh p
Kectl,

a Mikrq, Keej], dan Meneng

ah peypy,

aMpuyan dan peran.séna
,» dan Menengah dala Perekonomian,
tersebyt perly dilaksanakan oleh
dan Masya

rakat Se€cara p,
alam Memberg
eraturan Perundang_ g

kaitan dengan Usaha Mikro, K,
perkai

aha Miky
angan yan
ecil, dan Meneng, Merupakan Suaty
ang saling melengkapij dgngan Peraturan daerap, inj
kesa;larztﬁran daerah  inj disusun
e

dengan maksud
kan Usaha Mikro, Kecil, dan. Menengah. Secara
member dayamateri dari peraturan daerah ini
truktur di/rflaksu d dan Tujuan,
UI;;‘E:;DH an dan Koordinasi Pember
Pe

inj , Kemitraan dan Jaring . .
Pelaksana _Pm{)a?nilr dayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Sarékm
Pengendalliffl Iietentuan Pidana, Penyidikan, Ketentuan Peralihan an
Administratif,

Ketentuan Penutup.

1. PASAL DEMI PASAL

1 .
Pasal Cukup jelas
Pasal 2 Cukup jalss
Pasal 3 .

Cukup jelas
Pasal 4 .
Cukup jelas
Pasal 5
Huruf 5
Cukup jelas
Huruf b

" berarti
"Transparan’, i
' d dengan Menengah h

Yang dlmaksgsaha Mikro, Kecil dana da Usaha Mikro,
pemberdayaan, terbuka khususnya 1:t’ hak lain pada
dilakukan 1s;/e[c:ara gah yang dipilih serta p
Kecil dan Menen
umumnya.
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Yang  dimakegg
pemberdayaan, Usaby £y, Yan
MEACAPAL Sasaras, ,!ue., Koo

‘ . b o * dar, i“""'.*un
esus ""“"'f"i"'amm ey A, AR R,
Ydﬂg k'”[ui Wi ll'l:i*'f,:“ e i (n.u.r!' uR o e
pemberday aan Ussha "t":wf,JnP Tarho, Lag
mernberikan Periakyar . WE Koy - '\"’ - —_
Mikro, Kee il dan Mo YAy Sy tL_'.r.: - L ‘
lan tidak s IR Varg ey Chem £y
‘ nRAtAh uneyi Wi Bibo b,
pihak fertentu dengan m’“hv-ﬁ ‘?wg-_ ““'"“mf,o; o e
pumitc T A davar g, .
Cukup jlae

potul d
Cukup wlas

Huruf €
Cukup jelas

pasal b
pasal 7
pasl §

Cukup pelas

Cukup wlas

Cukup wlas
pasal ¥

Cukup selas
Pasal 10

Cukup pelas
Panal 11

Cubup pelas
Pasal 12

Cubup pelas
Pasal 13

Cubup pelas
Pasal 14

Cukup pelas
Pasal 13

Kriteria Usaha Mikro, Keod dan Menengah & dalamera
termasuk juga Industs Kecrl dan Menengah _‘
Oleh karena Industn Keel dan Menemgah fergoiont
batasan Ummw&mmmw}ﬂﬁ;
umm_mmmmml‘sh Mikro, Kecl
Menengah, maka batasan Industn Keotl dan Menengah
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Pasal 16
Pasal 17

Pasal 18
Huryf 5

stri Keci] A Qgri

a. lndl;' | Aadalapy l\ugmtnn ckonomi
; 1 sendirg i
berdir » yang difqi kan ¢},

pr()(lll f vre
bad h oran, Yang
oD Enan ubakn yang buk n '8 p aMNgay,
. «
perusahaan atay kan Stns erypy sznk
1 1 1 3 C M " i
dimiliki, dikuasaj, atay Menjaq; rusal, Vang
i ar ;
maupun tidak Iangsun dar; Bia Mbm 'ﬂngsuni,
Usaha Besar yang me K I

il Cny
Qk‘ dd ol
Rp 50.000.000,00 (lima UhW}’"nn bergip

: ] lebi} dar;

dengan paling banya p " 0.000,09. Piah) ampy;
i . V00000

juta rupiah) tidak termagy tang) '1 " A ratyg

tempat usaha; atay memijljkj hasi] o “MBunan

lebih dari Rp 300.000.000,09 (ti\ Penjualay, tahunan

: . A ratus :

sarmpal dengan paling bany, Rp 2.500.000.0qy 63?3 )
milyar lima ratyg juta rupiah), A0 (dug
b. Industri Menengah adalah

Kegiatan ekonomj
yang berdiri sendiri,

yang  dilakykap oleh

Besar yang memiliki kekayaan bersih lebip d
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

paling banyak Rp 10.000.000.000,00
rupiah) tidak termasuk tanah dan b
usaha; atau memiliki hasil Penjualan tahunan lebih dayi
Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratys juta rupiah)
sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00
ima puluh milyar rupiah). |
Batgsli I;Jnengenai skala usaha menurut I.SPS,. ya.ltu
berdasarkan kriteria jumlah tenaga kerja sebagai berikut:
a. Industri Kecil 5 - 19 orang
b. Industri Menengah : 20 - 99 orang

ari Rp
Sampai dengan
(sepuluh milyar
angunan tempat

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas
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;mﬂlf b

i
phuped 8

pMN’ b
el ¢

pasal 20

Hhuruf 2
Huruf b
Huruf ¢
Hurul d

Hurul ¢

Hhurat

Hurut g

Pasal 1
Huruf

- Seluas-luasnva.

Yang Jirnakeg.| et an -

WN""O‘ 'rﬂk?\!,_, “I‘&uf ‘ﬂ‘fﬂfﬁ",‘ ..-If
5 3 i 3 T
th‘?‘” 't‘("“"‘f: s.f‘p\ﬂ r‘d‘ﬂ\uv }tv-".rd ‘e
’ . L 4 ) P s Y T
e ”"*“““t «*t.hifnm :lu' "*n:u;\_ i A',!- L
PTRET R AR Revingangs ek w"'frs.,ﬂ-.,-u" g
- pate Y
Vang dimakend deng.a, Bk das )
w g " f Ny .

o hbﬁh Pethaga Pras o AR g
bt bearie - L P gy

"’t Wi*l Pwﬂ””‘ i A R P i
. ) *a i S LE LY
Cukup wiae
Cukup welae
Cubup wlae
Cubup pelae
Cukup jelas
Cubup pelas

Pomisd tawar dalam hetentuan in bimal

_ W ek sadican agar dal
Wﬁw‘ M weaha dergran Pk
mu me yang  wpadan  Jun wWling
menguniunghan

Rlasl

Cubup pelas

Penguasasn pasar dan pemesatan waba barus Seogab
aar tidak morugihan Usaba Mo, Keel, dar Merergah

Y«W dengan *mwenvoderbanakan tata cara Jan
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puruf P

Pasal 22

Huruf a
Huruf b
Huruf ¢
Huruf d
Huruf e
Huruf f

Huruf g

Huruf h

Huruf §
Huruf j

Pasa] 23

Yang”dimaksud dengan “sisteny, pel
pintu adalah proses pengelolag ayanan

ter
. ; n o Padu
terbitnya dokumen, dilakukap e dengan taha%)

insi dala
perdasarkan prinsip pelayanap g lam t
a. kesederhanaan dalam proSesfabagm beriku. empat

kejelasan dalam pelayanan;
kepastian waktu pPenyelesaian:
kepastian biaya; ’
keamanan tempat pelayanan;
tanggung jawab petugas
kelengkapan sarana dan
kemudahan akses pelay
kedisiplinan, kesop

pelayanan;

Prasarana Pelayanan:
anan; dan )

anan, dan keramahap pelayanan

D@ ™m0 a0 o

e
.

Cukup jelas.
Cukup jelas

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan “memprioritaskan” adalah untuk
memberdayakan Usaha Kecil dan Menengah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Cukup jelas.
Cukup jelas.

Cukup jelas
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%

Haru! 2

Hurul b

Harut ¢

Hurut d

yany, dimaksud dengyp -

”!Lé 1 T
menvediakan Layvanapn - “Datiy

. ""1 3 §
“"“m’mm - Alak i

P.-yk’uaun akises ;‘_-umu-, Qa2 o ‘“'H«im :::" iy
Usaha Mkio, Keel, g,y Moty 0 N g,
wsatanva  Inkubar,e - d's:*fv_ab« Whigy o
mkubﬂh’# lrilhrlng;, *‘"hu_ i m:“"‘:‘m* -, $¥5a
Jengan proterig (lan Sumbey dava ok .": ¢ ve Lain ;u.
Yany dimakaie lk‘,ﬁ;:,;n 'E‘mhﬁza !;'j ::’“ okal -
.Nh"’ {bmyotinwse lh‘rf(,mn' iy i(";‘j‘ﬁ :‘Pt"’“?"ar .
WmiNgs  VANE  Memberikan P idery
pendampingan  untulk me‘ﬂwh:vmw’“' dan
Kecil, dan Menengah Csaba yrs,

yang, dimaksud dengan "kmq,;‘p,,n kevan ‘
adalah koneultan pada lembags om0 M ban*
vang, tugasnva melakukan kone,

kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah a .y
mengakaes ket pethankan 'y ¥at mampy
lembaga kevangan selain hank -

Cubkup jelas

Cukup welas

Cubup pelas
Cukup wlas

Ketentuan i dimakeudian agas berdapal  konsistera
dalam memgaga hualitas proulk

Yang dimaksud dengan “kemampuan rancang bangnn’
¢
Yang dimaksud demgan  “kemampuan pervkas asaan
(::‘umm adalah kemampuan untuk mengubah sosty
Proses, atau cara pembuatan suaty produk dan, atau pss
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sal 28
i Huruf a

Huruf b
Huruf ¢
Huruf d
Huruf e
Huruf f
Pasal 29
Pasal 30
Pasal 31

Pasal 32
Huruf a

Huruf b
Huruf ¢
Huruf d

Huruf e

Pasal 33

Pasal 34

ilakukan oleh
iti » ji .masaran yang dila .
pPenelitian dan pengkajian pemasare h} B Kegiatan
pemerintah dan Pemerintah Daerah 0 .kp urll di
.metaan potensi dan kekuatan Usaha Mikro, ; e
feanglt ituj tuk menctapkan kebijaks
nengah yang ditujukan untu
Bl e i h guna pcn;rcmbangan
Pemerintah dan Pemerintah Daerah g tl hr,u
3 ¢ .
usaha serta perluasan dan pembukaan usaiia

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.

Cukup jelas.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembiayaan untuk
U.saha Mikro berdasarkan Peraturan Daerah ini dapat
dxkexr}bangkan lembaga keuangan untuk Usaha Mikro
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Cukup jelas

Cukup jelas

Dipindai dengan
i & CamScanner|


https://v3.camscanner.com/user/download

pacal 35
pasal 36
pasal 37
pasal 38
pasal ¥
rasal 40

pasal 41
fFasal 42

frasal 41

Pasal 44
Pasal 45
Pasal 46
Pasal 47
Pasal 48

Pasal 49

Pasal 50
Pasal 51
Pasal 52
Pasal 53

Cukup jelas
Cukup wla
Cukugp wias
Cukup wlas
Cuknp wlas

Cukup wlae

(“uku;v wlae
("uku;‘ wlae

Cuk up wlas

Cukup jelas
Cukup pelas
Cukup pelas
Cukup pelas

Cukup pelas

Yang dimaksud dengan “kesempatan pemilikan sabam’
adalah  bahwa Usaha  Mikeo,
mendapat preonitas dalam keperulian sabam Usaba Besar

vang terbuka (go pobl)

Cukup selas
Cukup jelas
Cukup jelas

- Cukup jelas

Mereryab
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pasal 54
pasal 55
pasal 56
pasal 37

pasal 38

Cukup wlas
Cukup wlas
Cukup wilas
Cukup plas

Cukup wiae
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